BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN .
NOMOR 7 TAHUN 2011 ;
TENTANG
SURAT ZIN USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! HUMBANG HASUNDUTAN, "

bahwa untux menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong
peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan
penerbitan SIUP yang prima kepada dunia usaha;

o

Menimbang

b. bahwa penetapan penggolongan Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP) yang
didasarkan pada modal perlu disesuaikan dengan ketentuan kriteria usaha
yang didasarkan pada kekayaan bersih sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

c. bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di
bidang perdagangan, perlu dilakukan pengaturan sehingga dapat
meningkatkan kelancaran pelayanan publik;

d. bahwa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, bahwa peraturan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah
mendapat persetujuan bersama DPRD;

e. ‘bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana din‘iaks,ud pada huruf a, b, ¢
- ‘dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha
- Perdagangan.

~ Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
3 o Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2: 'Undang-Undéng Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 :Nomor 07, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terﬁéng Perkdperasian (Lembaran
--Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
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10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817); . , '

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tanun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentahg Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2904 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Nomor : 4437) sebagimana teleh diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undar,g Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

~ (Lembaran Negara Republik Indoriesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Norior 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang
Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Repuolik Indonesia Nomor 1144), -
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1467);

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat 1zin Usaha Perdagangan, sebagai
Pengganti Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
596/MPP/9/2004 tentang Pembentukan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/Y/2007 tentang Penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008
tentang Penetapan Urusan Pemsrintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
(Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).



-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
dan
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan

1.

2.

3.

10.

11

@

13.

16.

12.

14.

Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan

Pemerintah Daerah adalah Bupa'i dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah di Kabupaten Humbang Hasunduntan.

. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang
Hasundutan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi Kabupaten Humbang Hasundutan.

Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli,
sewa-menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas
barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha
disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan
dalam wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan

. atau laba.

Surat Permohonan Surat 1zin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut' SP-SIUP adalah
Formulir Permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan

~ untuk memperoleh Surat 1zin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SiUP adalzh Surat Izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP.

Perubahan perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama
perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab,
modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/jasa dagangan utama;
Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari
perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat
berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;

Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan
untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah
ditentukan sesuai dengan yang diberikan.

Daerah Terpencil adalah Wilayah Kecamatan yang secara geografis letaknya sulit dijangkau
dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara atau angkutan laut/ sungai.

Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di Bidang Perdagangan di
wilayah kerjanya atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu

- Satu Pintu atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah dan/atau

- Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



17. Surat lzin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

18. Pendaftaran Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang mencatat bahan-bahan ketentuan
- yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang lebih menjamin perkembangan dan
kepastian berusaha bagi dunia usaha. '

BAB Ii
JENIS SIUpP
Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan waijib memiliki SIUP.
(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. SIUP Kecil;
b. SIUP Menengah;
c. SIUP Besar.
(3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dlbenkan SIUP Mikro kepada
Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersihnya
(netto) lebih dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), sampai dengan paling banyak
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dari bangunan temgat usaha.

(2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh- Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan
bersihnya (netto) lebih dari Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah),- sampai dengan paling
banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.

(3) SIUP Besar waijib dimiliki oleh Perusahaan Perdagaigan dengan modal dan kekayaan bersihnya
(netto) lebih dari Rp. 10.000.000. OOO- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan’
bangunan tempat usaha.

Pasal 4

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
_b. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
<. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
- Usaha perseorangan atau persekutuan; '
- Kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oieh pemiliknya atau anggota
keluarga/kerabat terdekat; dan
- Memiliki- kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
d. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dapat diberikan Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) apabila dikehehdaki yang bersangkutan.

BAB Il
PENERBITAN DAN PEMBERIAN SIUP
Pasal 5

(1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, diterbitkan berdasarkan tempat
kedudukan perusahaan perdagangan.
(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melakukan usaha perdagangan
diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.
(3) SIUP  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik/pengurus/
_ penanggungjawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
(4) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam
negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di
bidang penanaman modal.
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BABIV
“MASA BERLAKU SIUP
' Pasal 6

(1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
(2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakikan pendaftaran
. ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

BABV
PELIMPAHAN PENERBITAN SIUP
Pasal 7

(1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP sebagaimana dalam Pasal 5 kepada

Kepala SKPD.

'(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah nomenkiatur, maka tugas dan

- fungsi SKPD tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyal tugas
dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 8

Kepala SKPD atau pejabat yang bertugas dan bertanggunjawab dalam -pelaksanaan Pelayanan

. Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam menerbitkan SIUP, harus

berdasarkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang

~ perdagangan yang selanjutnya diatur lebih Ianjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PERSYARATAN SIUP
Pasal 9

(1) SP-SIUP baru diajukan kepada Kepala SKPD dengan mengisi formulir SP-SIUP dengan
melampirkan dokumen persyaratan.

(2) Formulir SP-SIUP sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupat|

(3) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau
penanggunjawab perusahaan perdagangan diatas materai cukup.

(4) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang

bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab
perusahaan perdagangan.

_ (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.’

BAB Vil
TATA CARA PENERBITAN DAN PENOLAKAN SIUP
Pasal 10

(1) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP dain dokumen persyaratan secara

lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD yang membidangi menerbitkan SIUP dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. warna hijau untuk SIUP Mikro.

b. warna putih untuk SIUP Kecil.

¢. warna biru untuk SIUP Menengah dan
d. warna kuning untuk SIUP Besar

(2) Format SIUP yang diterbitkan oleh Kepala SKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 11

(1) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belurn lengkap dan/atau henar, kepala SKPD

membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.

(2) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya. dapat mengajukan kembali permohonan SIUP
sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Feraturan Daerah ini.

BAB Vil
PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN
Pasal 12

(1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor
secara tertulis kepala Bupati atau Kepala SKPD di tempat kedudukan Kantor cabang atau
Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persayaratan.

(2) Format dokumen persyaratan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

(3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditennma laporan dan dokumen persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala SKPD mencatat dalam
Buku Register Pembukuan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan
tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan foto copy SIUP Perusahaan Pusat.

(4) Foto copy SIUP yang tetah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIUP
bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan
sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

BAB IX
PERUBAHAN DAN PENGGANTI SIUP YANG HILANGIRUSAK
Pasal 13

(1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab
perusahaan perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan kepada Kepala SKPD dengan
menggunakan formulir dan dokumen persyaratan.

(2) Formuiir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupzti.

(3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pasal 9 ayat (5).

' (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUF perubahan dengan dokumen

pendukung secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD menerbitkan SIUP perubahan .

(5) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan
perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada
~Bupati atau Kepala SKPD di tempat kedudukan peruvsahaan dengan melamplrkan dokumen
persyaratan.

(6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan
dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Bupati atau Kepala SKPD menerbitkan SIUP
pengganti.

BAB X
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA SIUP
Pasal 14

(1) Tingkat penggunaan jasa SIUP diukur berdasarkan kategori SIUP sesuai dengan modal dan
kekayaan bersih (netto) seluruhnya selain tanah dan bangunan tempat usaha.
(2) Kategori SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan

. SIUP Besar.



BAB Xi
STRUKTUR PELAKSANAN PENERBITAN
Pasal 15

(1) Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru dan Pendaftaran Ulang tidak
" dikenakan biaya.

(2) Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak bagi perusahaan sebagaimana-

dimaksud dalam Pasal 13 tidak dikenakan biaya adrinistras:.

BAB Xil
LARANGAN
Pasal 16

(1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan
dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum didalam SIUP; menghimput dana dari

masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); perdagangan

barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (single level marketing atau muiti level
marketing); perdagangan jasa survey; dan/atau perdagangan berjangka komoditi.

(2) Perdagangan Besar (Wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai pedagang pengecer
(Retailer) dan pedagang informal.

BAB Xl
PELAPORAN
Pasal 17

Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaar: kegiatan usahanya kepada Bupati
dengan menggunakan formulir pelaporan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18
(1) Pemilik SIUP yang akan melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau

menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit
SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

(2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi selaku Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan formulir yang akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Pejabat Penerbit SIUP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan
SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq.
Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusalhiaan dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi
Sumatera Utara, Bupati dan Kepaia Dinas yang bertanggungjawab di Bicang Perdagangan pada
Pemerintah Daerah Provinsi dengan menggunakan formuli- yang akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIV
SANKSI
Pasai 20

(1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki
SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat

(1), Pasal 13, dikenakan sanksi administrasi berupas peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit
“SIUP.



v(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi paling banyak 3 (tiga)
kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan.
dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.

_(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang akan dlatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 21

(1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki
SIUP yang tidak menghiraukan peringatan tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa
pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat
Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.

(3) Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan
formulir yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan-Bupati.

Pasal 22

(1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki
SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksid daiam Pasal 20 ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.

(2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerblt SlUP
dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.

(3) Keputusan Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pelanggah_an terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

, BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

(1) Peianggar atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama- .
lamanya 6 (enam ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (ima juta rupiah);
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

(1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar, SIUP PT. Tbk dan SIUP Mikro yang diterbitkan
sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha
perdagangan;

(2) Penerbitan SIUP berdasarkan ketentuan ini dilaksanakan selembat-lambatnya 6 (enam) bulan
sejak ditetapkan peraturan ini.

BAB XVH
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Usaha Industri, Perdagangan dan Gudang (Lembaran Daerah

~ Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2005 Nomor 9, Seri C Nomor 9 Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 12 Agustus 2011

BUPAT!I HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

MADISIN SIHOMBING

Diundangkan dl Doloksanggul
pada tanggal 1 5 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

N“ Sl -
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19561002°198503 1 004




